BAB |V

NETRALI TAS PNS DALAM Pl LKADA

A.  Keberpi hakan dan Ket erl i bat an Bi r okr at dal am

Pi | kada

Keterlibatkan PNS dalam Pil kada |angsung sangat mungkin
terjadi jika kita hubungkan dengan kondisi daerah penilihan.
Unt uk daer ah pem | i han tertentu, m sal nya per kot aan,
keterlibatan PNS dapat dibatasi, tetapi untuk daerah pinggiran
yang nmanusi anya terbatas, PNS dapat nenbantu nenjadi panitia
penyel enggara Pil kada. Ketentuan ini sangat penting agar tidak
terjadi keraguan baik wuntuk PNS rmaupun untuk |enbaga |ain,

seperti Panwas yang sel alu nencatat setiap pel anggar an.

Sebenarnya, yang harus nendapat titik tekan pel arangan PNS
terlibat dalam penyel enggaraan Pilkada |angsung adalah dalam
kont eks sebagai peserta, baik sebagai cal on kepal a daerah nmaupun
tim kanpanye pendukung kepala daerah. Mereka nenposisikan diri
pada salah satu pihak; keberpihakan nerekal ah yang sebetul nya
harus "di harankan" karena ketika nereka nenutuskan nenjadi PNS
keber pi hakan nereka hanya kepada kepentingan rakyat; nmereka

harus nengabdi dem rakyat, bukan dem satu-dua kel onpok atau
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satu-dua kepentingan. Oeh karena itu, jika nereka terlibat
nmenj adi panitia penyel enggara Pil kada Langsung dem Kkepentingan

rakyat, sah-sah saja. %

Sebagai mana di ketahui dalam Pasal ayat (1) Undang-Undang
No. 43 Tahun 1999 bahwa Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur
aparatur negara yang bertugas untuk nenberikan pelayanan pada
masyar akat secara profesional,jujur,adil dan nerata dal am
penyel enggaraan tugas negar a, peneri ntahan dan penbangunan.
Kenmudi an di Pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa dal am kedudukan
dan tugas yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai
Negeri harus netral dari pengaruh senua golongan dan partai
politik serta tidak diskrimnatif dalam nmenberikan pelayanan
pada masyarakat. Kenudian Pasal 3 ayat (3) nenegaskan bahwa
untuk menjamn netralitas Pegawai Negeri sebagai mana di maksud
ayat (2), Pegawai Negeri dilarang nenjadi anggota dan/atau

pengurus partai politik.

Dal am Peraturan Penerintah No. 6 tahun 2005 Pasal 13 sangat
jelas bahwa syarat wuntuk nmenjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS

adal ah®33:

132

Leo Agustino, Op.Cit., hlm 174-175.
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1. Warga Negara Republik I ndonesi a;

2. Ber umur sekur ang- kurangnya 17 (tujuh bel as) tahun;

3. Berdomisili di wlayah kerja PPK, PPS, dan KPPS

4. Terdaftar sebagai pem |ih; dan

5. Ti dak menj adi pengurus partai politiKk.

Menyi mak persyaratan tersebut, tidak tersurat bahwa PNS
tidak boleh nenjadi panitia penyelenggara Pilkada |angsung.
Namun, realitanya sering terjadi kontradi ksi kebijakan di antara
kepala daerah yang berkuasa terhadap para pegawainya (PNS),
perlu lagi pasal penegasan bahwa PNS diperbol ehkan nenjadi
panitia penyelenggara Pilkada |angsung, sehingga terjadi

kesamaan kebi j akan.

Ket egasan yang di maksud seperti halnya |arangan PNS untuk
i kut serta dalam kanpanye Pilkada |angsung. Dalam Pasal 61

Per at uran Pemerintah No. 6 tahun 2005 di sebut kan: *3*

133 Pengertian dari PPK adalah Panitia Penilihan Kecanatan, PPS

adal ah Panitia Pemungutan Suara, dan KPPS adal ah Kel onpok Pel aksana Pem | i han
Suar a.

134 Li hat Pasal 61 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang
Pem | i han, Pengesahan Pengangkat an, Dan Pemnberhentian Kepal a Daerah dan Waki |
Kepal a Daer ah.
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1)

2)

3)

4)

5)

Dal am kanpanye, pasangan calon atau tim kanpanye dil arang
nmel i bat kan:
a. haki m pada senua peradil an;

b. pej abat BUMN BUMD;

C. pej abat st rukt ur al dan fungsional dal am jabat an
negeri ;
d. kepal a desa.

Larangan sebagai mana di maksud pada Ayat (1) tidak berlaku
apabil a pejabat tersebut nenjadi calon kepala daerah atau
waki | kepal a daer ah.

Pej abat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsiona

dal am jabatan negeri dan kepala desa dilarang nenbuat
keputusan dan/atau tindakan yang nenguntungkan atau
nmer ugi kan sal ah sat u pasangan cal on sel ama masa kanpanye.

Pej abat negara sebagai mana di maksud pada Ayat (3), yang
nmenj adi cal on kepala daerah dan wakil kepala daerah dal am
nel aksanakan kanpanye tidak nenggunakan fasilitas yang
terkait dengan jabatannya dan harus nenjal ankan cuti.

Cuti pejabat negara sebagai mana di maksud pada Ayat (4),

bagi gubernur dan wakil gubernur diberikan oleh Menteri

Dal am Negeri atas nama Presiden dan bagi bupati/wakil

bupati dan wali kota/wakil wali kota diberikan oleh

gubernur atas nana Menteri Dal am Negeri
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D manf aat kannya  bi r okr asi ol eh beberapa pi hak dal am

Pi | kada, di sebabkan ol eh beberapa hal, di antaranya:

1.

Bi r okr asi seringkal i nmudah di manf aat kan sebagai
personi fi kasi negara. Masyarakat pedesaan adal ah kel onpok
warga atau pemlih yang sangat nudah untuk di mani pul asi
pi |l i hannya dalam Pil kada. Dengan nelibatkan birokrasi
ataupun para birokrat dalam Pilkada, entah nenjadi tim
sukses atau | ainnya, nereka dapat nengatasnanakan institusi
negara untuk nmerayu atau bahkan nengintim dasi warga.
Dengan kepatuhan warga untuk nelakukan apa yang harus
di  akukan oleh nereka atas perintah birokrasi/birokrat
selama Orde Baru, ini nenunjukkan pada calon kandi dat
peserta pil kada bahwa menbawa serta institusi ini ke dalam
percaturan politik adalah keuntungan. O eh karena itu, ini
adal ah sal ah satu al asan nengapa nereka nudah terlibat atau

di undang untuk terlibat dal am Pil kada.

Bi rokrasi di anggap perlu di manfaat kan karena nenegang akses

i nf or masi di daer ah. Ti dak  dapat di pungkiri bahwa

keber hasi | an bi r okr asi i al ah kemanpuannya unt uk
mengunpul kan i nf or masi dari dan di wi | ayah
kemasyar akat annya (teritorinya). Lenbaga manapun, bai k

legislatif, yudikatif, maupun |enbaga privat nirlaba tidak

mem | i ki kemewahan akses infornmasi sebagai nana birokrasi
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m | i ki, maka birokrasi dianggap sebagai sunber kekuatan yang
tak terperi oleh para kandidat Pilkada. Miskil Kkiranya
apabila birokrasi tidak diundang dalam percaturan politik
daerah karena birokrasi nmemliki sekunpulan data mnengena
besaran pemlih, basis massa partai, pemlih penmula (early
voters), kelonmpok Golput, dan |ain sebagainya yang dapat

di manf aat kan ol eh cal on-cal on penguasa, terutana incunbent.

Kemungki nan di manf aat kannya keahlian teknis yang dimliKki
ol eh birokrat dalam birokrasi mnmerupakan alasan |ain nengapa
nmereka pantas untuk dilibatkan dal am kontestasi politik di
daerah. Masyarakat tidak dapat nengelak bahwa birokrasi
mem | i Ki beraneka ragam keahlian teknis yang sangat
di perl ukan dal am pel bagai macam hal kebutuhan sehari-hari,
terutama dal am fornul asi dan i npl enent asi kebi j akan.
Memani pul asi data pemlih sanpai dengan nengundang hant u-
hantu pem lih (ghost voters) nenjadi pekerjaan yang sangat
mungki n untuk dil akukan ol eh birokrasi. Bukan hanya itu,
nmeni adakan kartu pemlih Dbagi kel onpok oposi si non-
pendukung dukungan birokrasi pun bukan perkara sulit untuk
di | akukan. Maka dari itu sulit ki ranya nenanpi kkan

kenetral an birokrasi bila nmereka dapat nel akukan ini semnua.

Ada faktor internal berupa kepentingan individu PNS yang

partisan wuntuk nobilitas karir. Adanya vested-interest
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berupa kepentingan nenelihara dan neningkatkan posi si
karir/jabatan nenjadi alasan beberapa birokrat berpolitik
dal am Pi | kada. Wal aupun danpaknya bisa 'nenggusur' posi Si
bi rokrat profesional yang independen (non-partisan)®®. Lain
dari itu, sebagian birokrat berpolitik berspekul asi dengan
harapan jika kandidat yang didukung nenang, maka birokrat
tersebut akan mendapat posisi yang |ebih penting di kenudian

hari .

5. Masi h  kuatnya budaya patron-client nenyebabkan PNS yang
| oyal akan nenbela habis-habisan atasannya yang nenjadi

kandi dat dalam Pilkada’®® Selain itu, ada juga tarikan

135 Kepent i ngan yang napan bercokol (vested interest) selalu berusaha

keras pula untuk nenyabotnya dem kepentingan nereka, Lihat “Ekonom Rakyat
Sepanj ang Tahun 2002” http://ww. ekonom rakyat.org/edisi_12/artikel 1. htm
di unduh tanggal 7 Juni 2010.

136 Budaya patron-client bila dilihat dari akar terbentuknya

mer upakan kepanj angan sejarah dari konteks aristokrat Indonesia kuno.
Bagai mana pada konsep tersebut, Raja adal ah segal anya dan masyarakat adal ah
abdi atau kawul a bagi Rajanya. Pada konteks kekinian, budaya patron-client
yang di maksud adal ah kesanggupan seorang patron (atasan) untuk nenyedi akan
atau nenberikan kursi, jabatan, serta pekerjaan bagi client (bawahannya)
dengan i nbal -jasa bawahan harus nenberikan loyalitas serta dedi kasi nya pada
penberi jabatan/ pekerjaan, nmelalui bentuk-bentuk upeti, anplop, "kesenangan",
dill. deh karena itu, perlakuan bawahan pada atasan yang seringkali
berl ebi han dengan nenunjukkan |oyalitas dan pengabdian yang tinggi pada
patronnya serta nengabai kan kepentingan nmasyarakat, yang seharusnya nereka
| ayani sel aku public-servant, menjadi budaya yang nengakar kuat di negeri ini
hingga era reformasi saat ini. Lihat “Menmahanm Belenggu Pelayanan Publik
Bi rokrasi”, http://kiasite.blogspot.conl, diunduh tanggal 7 Juni 2010.
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kepentingan jaringan ‘'bisnis dan politik' dari shadow

government i n bureaucracy®®’.

Adapun danpak dari keberpi hakan birokrasi dalam Pil kada di

beber apa daerah, yaitu:

1. Bi r okr asi dan bi r okr at yang berpolitik cender ung
nmenghasi | kan  faksi - f aksi dan ket egangan sosi al ant ar -
i ndi vidu dan kel onpok di dalam kantor. Danpak ini terjadi
saat ada yang nendefinisikan kawan (the ours) dan |[|awan

politik (the others).

2. Sangat terbuka kemungki nan digesernya Dbirokrat-birokrat
dari kursi-kursi penting adm nistratif-organi sasional oleh
"orang-orang'" atau tim sukses kepala daerah penenang
Pi | kada. Penggeseran birokrat karier juga sangat mungkin
di | akukan pada para birokrat yang diidentifikasi sebaga

| awan politik kepal a daerah penenang pem | i han.

3. Kekhawat i ran APBD di gunakan untuk 'nmengganti untung' uang

par a I nvest or politik yang pada nmasa kanmpanye

137 Dal am prakteknya, shadow bureaucracy (pengusaha, kontraktor,

pem ik nmedia massa, ormas, LSM nenjadi kel onmpok bayangan untuk kenmenangan
kandi dat tertentu. Lihat “Netralitas Birokrasi dalam Pilkada Langsung di
I ndonesia 2005 (Studi kasus Ml ang, Gowa dan Kutai Kart anegara)”,
http://ww. politik.lipi.go.id/index.php/en/publication?task=view&cati d=2& d=4

6, diunduh tanggal 7 Juni 2010.
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nmengi nvest asi kan dananya besar-besar untuk  menberi kan
sokongan pada kandidat yang keluar sebagai penmenang
Pi | kada. Bahkan 1lebih lanjut, APBD bisa terbajak oleh
perilaku kepala daerah dan konpardornya untuk nenbayar
pegawai honorer yang direkrut sebagai balas budi kepala

daer ah kepada ' orang-orangnya' dal am nenenangkan diri nya.

Keti daknetral an birokrat (selaku individu) dan birokrasi
(sebagai institusi) terbesar tanpak terjadi di Pilkada Kukar,
kemudi an Pi |l kada Mal ang, baru (kermudian keterlibatan birokrat
dan birokrasi) agak rendah intensitasnya terjadi di Pilkada
Gowa. Bentuk keberpihakan dan keterlibatan Dbirokrat dalam
Pi | kada Gowa, Mal ang, dan Kut ai Kertanegara akan penulis kenukakan

di bawah ini ;

1. Kasus Kabupaten Kukar

a. Pel aksanaan Pil kada

Pem | i han kepala daerah secara |angsung pertanma di
I ndonesia 1 Juni 2005 berlangsung di kabupaten Kut ai

Kartanegara, Kalimantan Timur. Pilkada |angsung tersebut

139

Netralitas pegawai..., Laura Astrid H. Purba, FH Ul, 2010.



diikuti seki tar 73,4 persen dari 375.281 pemlih vyang
terdaftar.® Nanun narasunmber Titi Nurhayati, pemantau pilkada
Kukar yang lain, nenilai bahwa neski warga Kutai Kartanegara
nmendapat kesenpatan nenjadi warga |Indonesia pertana yang nmemlih
kepal a daerahnya secara |angsung, ternyata nereka tidak
terlalu bersemangat. Anino nasyarakat Kukar cenderung sudah
berkurang. Hari H pemlihan pilkada |angsung tanggal 1 Jun
2005, cenderung disanbut kurang antusias dibanding pemlihan
| egislatif ataupun pem |ihan presiden |angsung waktu sebel utmya.
Sebuah nedia massa daerah nenberitakan bahwa keunggul an
duet Syaukani H R Syansuri Aspar dalam penmlihan kepal a daerah
di kabupaten Kukar, sedikit ternoda. Pihak wartawan nenduga
telah terjadi kecurangan tiga dari del apan bel as kecamatan yakni
Muara Jawa Handil Dua, Miara Badak dan Marang Kayu. Nanun,
kecur angan- kecurangan ini diperkirakan tidak manmpu nenghanbat
| aj u pasangan tersebut nenjadi penenang pilkada karena |ebih
dari 50 persen TPS sudah nelaporkan hasil penghitungan suara

dengan posisi teratas diduduki Syaukani-Syamsuri Aspar. 3°

138 Data Pilkada Kukar 1 Juni 2005 vyang dikeluarkan situs
Kut ai Kart anegara. com nmenunj ukkan jum ah Penmilih Terdaftar se-Kukar: 375.925.
Partisipasi Pemlih : 265.684 (70.67%, Suara Sah: 261.790 (98.53% Suara
Ti dak Sah: 3.894 (1.47%.

139 Lihat artikel: Pilkada Kukar Penuh Kecurangan Tenggarong,
Banj ar masi n Post, Jumat, 03 Juni 2005.
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b. Jenis Pel anggaran Pil kada

Pel anggaran Pil kada yang nenyangkut netralitas PNS yang
di junpai di Kabupaten Kukar diantaranya seorang guru ikut dalam
kanpanye di tingkat kecamatan, termasuk di dalam penyedi aan
materi. Ketika ditenui dia nengaku bukan PNS akan tetapi Panwas
nmenget ahui bahwa yang bersangkut tercatat sebagai pegawai Penda

dan Sekretari at DPRD

Termuan | ainnya didapati dari kasus seorang guru nenjadi
juru kanmpanye. Quru tersebut ikut dalam nenberikan orasi pada
saat kanpanye dan nengger akan nassa dal am pawai keliling. Dengan
dem ki an seorang guru tadi nelakukan nobilisasi politik untuk

kandi dat yang di dukungnya.

Panwas nel aporkan ada tiga orang PNS yaitu seorang guru dan
dua orang staff Penkab/DPRD. Laporan tersebut diteruskan ke
Badan Kepegawai an Daerah (BKD). Sang guru diberhenti kan dan dua

orang | agi diturunkan pangkat nya.

Tenmuan adanya i ndi kasi trend penggunaan Anggar an Pendapat an
dan Bel anja Daerah (APBD) berupa al okasi gaji pegawai honorer
dari sejum ah pendukung yang direkrut kemnudi an. Hal i ni
ber pot ensi menguras anggaran daerah untuk belanja pegawa
nmengal ahkan al okasi dana untuk penbangunan dan kesejahteraan

masyarakat di daerah itu. Lebih jauh lagi, para dosen dan
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adm ni strasi  kanpus nengeluh |amnya waktu yang dibutuhkan
sanpai  berbul an-bul an wuntuk pencairan anggaran untuk sektor
pendi di kan tinggi seperti dana oper asi onal Uni versi tas

Kart anegara di Tenggarong.

Luka politik pun terjadi pasca pilkada Kabupaten Kukar.
Sebagai contoh Kepala Dinas Perkebunan dan Ketua Bappeda yang
kehi | angan jabatan dan di mutasi kan, di ganti kan ol eh pejabat baru
yang nerupakan tim sukses bupati terpilih. PNS yang nenyatakan
diri netral harus nenerinma konsekuensi sedangkan pihak kedua

tergusur karena ia nenjadi tim sukses kandi dat | ain.

c. Analisis Pil kada Kabupaten Kukar

Pertama, seorang guru yang nmerupakan PNS Penda ikut dalam
kanpanye di tingkat kecamatan, termasuk di dalam penyedi aan
materi. Ketika ditenui dia nmengaku bukan PNS akan tetapi Panwas
nmenget ahui  bahwa yang bersangkutan tercatat sebagai pegawai
Penda dan Sekretariat DPRD. Dal am kasus ini PNS yang nerupakan
abdi negara nel anggar Undang- Undang Nonor 43 Tahun 1999 Pasal 3
ayat 3 untuk nenjaga netralitas, lalu guru tersebut juga di kena
PP No. 6/ 2005 Pasal 61 ayat 3 karena berdasarkan tenuan |ainnya
di dapati dari kasus seorang guru adalah nenjadi juru kanpanye

@Quru tersebut ikut dalam nenberikan orasi pada saat kanpanye
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Dengan dem ki an seorang guru tadi nelakukan nobilisasi politik
unt uk kandi dat yang di dukungnya. Lebih lanjut guru dikenai PP No
5/1999 dan PP No 12/1999 khususnya Pasal 7 Ayat (2) nengatur,
seorang PNS vyang nenjadi anggota dan atau pengurus parpol,
sel anbat -| anbatnya tiga bulan setelah berlakunya PP itu harus
nmengaj ukan pernohonan nelalui atasan |angsung. Jika diizinkan,
yang bersangkutan harus nel epaskan jabatannya. Jika dalam
tenggang waktu itu tidak nmengaj ukan pernohonan nelalui atasan
| angsung, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hornmat
dari PNS (dipecat). Quru juga nelanggar Pasal 58 ayat 1 PP
No. 6/ 2005 karena yang berkewaji ban nenyanpai kan materi kanpanye
yang di wuj udkan dal am visi,m si,dan program secara |isan naupun
tertulis kepada masyarakat adalah pasangan cal on Kepal a Daer ah
dan Wakil Kepal a Daerah bukan tim kanpanye. Jadi, solusi kunci
per masal ahan ini sebenarnya terletak pada upaya penegakan hukum

(law enforcenent) bagi pelanggar aturan itu.

Kedua, Panwas nel aporkan ada tiga orang PNS yaitu seorang
guru dan dua orang staff Penkab/ DPRD. Laporan tersebut
diteruskan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Sang guru
di berhenti kan dan dua orang lagi diturunkan pangkatnya. Dalam
kasus ini nelanggar UU No.43 tahun 1999 Pasal 3 ayat 3 Lebih
[ anjut PP No 5/1999 dan PP No 12/1999 khususnya Pasal 7 Ayat (2)

mengatur, seorang PNS yang nenjadi anggota dan atau pengurus
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par pol, sel anbat-|anbatnya tiga bul an setelah berlakunya PP itu
harus nengaj ukan pernohonan el al ui atasan |angsung. Jika
dii zi nkan, yang bersangkutan harus nel epaskan jabatannya. Jika
dal am tenggang waktu itu tidak nengajukan pernohonan nmel al ui
atasan |angsung, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak

hormat dari PNS (di pecat).

Ketiga, tenuan adanya indikasi trend penggunaan Anggaran
Pendapat an dan Bel anja Daerah (APBD) berupa al okasi gaji pegawai
honorer dari sejum ah pendukung yang direkrut kenudian. Hal ini
ber pot ensi menguras anggaran daerah untuk belanja pegawai
nmengal ahkan al okasi dana untuk penbangunan dan kesejahteraan
masyarakat di daerah itu. Peraturan Penerintah Nonor 6 Tahun
2005 Bagi an Ketiga perihal Larangan Kanpanye Pasal 60 butir h
dengan jelas nelarang nenggunakan fasilitas dan anggaran

Peneri nt ah dan Peneri nt ah Daer ah;

2. Kasus Kabupat en Ml ang

a. Pel aksanaan Pi | kada

Dal am pi | kada di Kabupaten Mal ang yang di sel enggarakan pada
tanggal 5 Juli 2005 ada tiga pasangan yang bertarung, yakn

pertama, Noeryanto-Zaenal Fahris; kedua, Sujud Pribadi-Rendra
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Kresna; ketiga, Dade Angga-Kanmi | un Mihatadin. Dade Angga adal ah
mant an  Bupat i Pasuruan dan pensiunan TN . Suj ud  Pri badi
nmer upakan calon incunbent (yang tetap nenjabat neskipun ikut
nmencal onkan dal am pil kada). Sedanow Kam | un adal ah kepal a di nas

pendi di kan Kabupat en Mal ang.

Dua tabel di bawah adal ah jadwal agenda pem |ihan bupati
Mal ang dan jadwal penungutan dan penghitungan suara yang
di persi apkan oleh KPUD. Dari urutan jadwal yang tertera itu
menunj ukkan bahwa pil kada | angsung di Mal ang di persi apkan cukup
mat ang unt uk menghi ndar i kermungki nan muncul nya masal ah

sebagai mana yang terjadi di daerah |ain.

Tabel 4.1. Agenda Pemilihan Bupati Kabupaten Ml ang

Tanggal Tahapan

27 Juni 2005 Pengumuman pendaftaran pasangan cal on

29 Juni — 4 Juli 2005 Penganbi |l an fornulir pendaftaran

13-19 Juli 2005 Masa Pendaftaran pasangan cal on

19 Agustus — | Septenber 2005 |[Masa kanmpanye bagi pasangan cal on yang
t el ah
di t et apkan KPUD

2 — 4 Septenber 2005 Masa tenang sebel um cobl osan

5 Sept enber 2005 Hari H Pencobl osan

17 Sept enber 2005 Penet apan pasangan cal on yang terpilih

19 — 21 Septenber 2005 Penyanpai an penet apan pasangan cal on
terpilih ke
DPRD

22 Septenber 2005 Pgnllalan masyar akat terhadap proses
pi | bup

26 Ckt ober 2005 Pel anti kan pasangan calon terpilih

Sunber: SK KPUD No. 1/ 2005 tentang tahapan penilihan bupati .
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Tabel 4.2 Penungutan dan Penghi tungan Suara

No. [Program Kegi at an Jadwal / Wakt u Ket er angan

=

Permmungut an dan penghi t ungan suaral5 Sept enber
2005

2. [Penghi tungan suara di KPPS, PPS, |5 Septenber
2005 s/d 16
PPK dan KPUD Kabupat en Ml ang Sept enber 2005

a. Penyusunan dan penyer ahan Di | akukan ol eh

berita acara, sertifikat hasil KPPS
penghi t ungan suara, surat suara,
al at kel engkapan admi ni strasi
penmungut an dan penghit ungan

suara kepada PPS

b. Penyusunan dan penyer ahan Di | akukan ol eh
berita acara dan sertifikat PPS
rekapi tul asi hasil penghitungan

Suara di PPS kepada PPK.

c. Penyusunan dan penyer ahan Di | akukan ol eh
berita acara sertifikat PPK
rekapi tul asi hasil penghitungan
suara di PPK kepada

KPUD Kabupat en Mal ang.

d. Penyusunan, penyerahan berita )
Di | akukan ol eh

acara dan sertifikat rekapitulas
KPUD Kabupat en

hasi | penghitungan suara d
Mal ang

KPUD Kabupat en Mal ang.
Sunber: SK KPUD No. 1/2005

Pada Pil kada pertama (2005) di kabupaten Malang tercatat
sebanyak 1.765.305 warga Kabupaten Mal ang yang nenggunakan hak

pilihnya. Jum ah pemlih tersebut tersebar di 3.665 TPS (tenpat
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penungut an suara). Bagi kabupaten Malang pemlihan ini adalah
untuk nmemlih bupati yang ke 20 dengan nmmsa jabatan 2005-2010.
Sebagai mana di sebut kan sebel utmya bahwa ada tiga pasangan cal on
bupati yang bersaing dalam pilkada di Ml ang. Masing-nmasing

adal ah pasangan dengan nonor urut sebagai beri kut;

1. Pasangan Noeryanto dan Zaenal Fahris
2. Pasangan Sujud Pribadi dan Rendra Kresna
3. Pasangan Dade Angga dan Kam | un Muht adi n

Pi | kada Malang di nenangkan oleh pasangan Suj ud- Rendr a.
Kenmenangan nereka tak dapat dilepaskan dari kiprah pasangan
cal on tersebut, khususnya di penerintahan dan legislatif. Sujud
sebagai waki| bupati yang nengganti kan Bupati |bnu Rubianto yang
nmeni nggal tahun 2002, adal ah sosok yang kalem dan tidak banyak

nmeni mbul kan masal ah.

b. Jenis Pel anggaran Pil kada

Pertama; ada seorang kepala dinas yang nengunpul kan
pegawai nya tiga bul an nmenj el ang pi | kada dan menber i kan
pengarahan, yang intinya nemnta PNS di instansinya nemaham
posi sinya. Tetapi, kepala dinas tersebut Kkenudian diingatkan
atasannya tentang SK pengangkatannya yang ditandatangani nya.

Peristiwa tersebut secara tidak |angsung nenyatakan bahwa PNS
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harus menunj ukkan | oyalitasnya pada atasan yang nengangkatnya.
Secara tak |angsung kenyataan ini telah nengundang pekerjaan

rumah baru bagi kepal a di nas.

Kedua; menur ut beberapa narasunber, khususnya nasyarakat
rukun warga (RW Kecamatan Kepanjen nengatakan bahwa tidak ada
penggal angan suara nenjelang pilkada. D akui pula bahwa, baik
kepal a kecamatan nmaupun kepala desa, tidak pernah nenberikan
instruksi terkait dengan pil kada, seperti keharusan nenberikan
dukungan kepada calon tertentu. Mereka nengakui bahwa desanya
nmendapat kan kunj ungan Bupat i . Tet api kKunj ungan t er sebut
ber hubungan dengan aktivitas pengaspalan jalan desa. Dalam
kunjungan tersebut Bupati hanya nengungkapkan bahwa pengaspal an
jalan di desa tersebut nerupakan bantuan pribadi. Hal ini
di | akukan sebagai realisasi pengajuan pernohonan Kepala Desa

kepada Bupati 14°.

Menanggapi  kunjungan Bupatinya, masyarakat nerasa bangga
karena orang tertinggi di daerahnya mau bertandang ke daerahnya

yang terpencil sekadar untuk neninjau pengaspal an jalan. Ketika

10 Di katakan bahwa 9 bulan nenjelang pilkada dilaksanakan, Kepala

Desa nengaj ukan bantuan pengaspal an jalan. Menurut Kepala Desa, ada program
kem traan dari Bupati. Hasil wawancara LIPlI nendal am dengan warga desa, 12-13
Juni 2006.
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di t anyakan apakah dal am kunjungan itu Bupati nenberikan arahan

agar nmsyarakat nmemlihnya dalam pilkada, masyarakat tidak

nmel i hat hal t ersebut. Menur ut masyar akat , Bupat i hanya
nmenyat akan bahwa bila masih dipercaya rakyat, ia bersedia
di cal onkan. Dal am  penut urannya "pengaspal an j al an yang

di | akukannya tidak ada hubungannya dengan pil kada". '

Keti ga; nmenj el ang Pi | kada, Kam | un (Kepal a Di nas
Pendi di kan) nengundang beberapa kepala desa. Pers | okal senpat
mengangkat informasi tersebut kepada nmasyarakat. deh karena
itu, beberapa kepala desa yang datang dalam pertenuan itu
nmendapat kan peringatan keras dan ancaman atau sanksi dari Penkab
karena sebagai PNS dinilai tidak netral dalam berpolitik karena

i ngi n nmendukung sal ah satu pasangan cal on.

Keenpat; program sosialisasi atau fasilitasi Penkab yaitu
berupa pertenuan |angsung di seluruh kecamatan atau ”sanbang
deso” tidak nendapat penberitaan. Dalam program tersebut tanpak
adanya nobilisasi aparat desa, guru-guru negeri dan tokoh-tokoh
masyar akat. Dalam acara sosialisasi, digunakan pula alat-alat

peraga seperti kaos, pin, piring-piring, payung, nug,dan lain-lain

14l Hasi| wawancara LIPlI dengan nasyarakat di Kecamatan Kepanjen, 14
Juni  2006.
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yang berganbar pasangan calon (incunbent). Al at-alat tersebut

di bagi kan kepada setiap peserta yang hadir.

Kel i ma; selama masa persiapan dan kanpanye, m sal nya, Badan
Kesbang Linmas ikut “turba” nmemantau kondisi dan situasi di
| apangan, sehi ngga nereka bi sa nengetahui secara persis apa yang
sedang terjadi. Selain karena ikut bertanggung jawab terhadap
pel aksanaan pil kada, | angkah tersebut dianggap nasyarakat sebagai

upaya untuk nenganmankan pencal onan i ncunbent.

Keenam kasus di kabupaten Malang nenunjukkan bahwa
i ncunbent tidak memliki surat cuti ketika hendak nencal onkan
diri(incunbent tidak mau nundur dan terus nenjabat). Ketujuh;
duet incunmbent dengan Ketua Col kar Kabupaten Ml ang (yang juga
anggota DPRD dari Fraksi Golkar) secara |angsung maupun tidak
| angsung turut nenyeret Kketerlibatan birokrasi dalam pilkada
dengan nmel uasnya penggunaan fasilitas bi r okrasi, m sal nya
kegi atan Bupati dal am peresm an beberapa proyek selama periode

Januari -Juni 2005 atau beberapa bul an nenj el ang pil kada.

Kedel apan; indikasi lainnya ditunjukkan oleh camat dan
kepal a desa yang nenghadiri kanpanye. Juru kampanye seringkali
nmenegaskan nasa jam kerja camat dan kepala desa adalah antara

pukul 08:00 — 14:00 WB. Diluar jamitu mereka bebas berpolitik.
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Kesenbi | an; desk pilkada Penkab tidak manpu menunjukkan
konsi stensi dan netralitasnya. Terbukti ketika Kepala D nas,
Kepal a Badan, Kepala Unit, Camat, dan Kepala Desa nelakukan
nobi | i sasi untuk nendukung pasangan incunbent, mereka diam saja.
Tetapi ketika hal tersebut dilakukan ol eh pasangan cal on seperti

Kam | un, pi hak Penkab nenberi kan teguran.

c. Analisis Pilkada Ml ang

Pert amg,; ada seorang kepala dinas yang nengunpul kan
pegawai nya tiga bulan nenjelang pilkada dan  nenberikan
pengarahan, vyang intinya nenminta PNS di instansinya nemaham
posi sinya. Tindakan kepala dinas tersebut telah nelanggar
Peraturan Penerintah Nonmor 6 Tahun 2005  Pasal 62 yang
nmenyat akan: ”Pasangan calon dilarang nelibatkan Pegawai Negeri
Sipil, anggota Tentara Nasi onal | ndonesi a, dan anggota
Kepol i sian Negara Republik Indonesia, sebagai peserta kanpanye
dan juru kanpanye dalam pemlihan”, dinmana kepala dinas tidak
bol eh nmengunpul kan bawahannya tiga bulan nenjel ang pil kada dan

nmenberi kan pengar ahan.

Kedua; Dal am kunj ungan tersebut Bupati hanya nmengungkapkan
bahwa pengaspalan jalan di desa tersebut nerupakan bantuan

pri badi . Hal i ni di l akukan  sebagai real i sasi pengaj uan
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per mohonan Kepala Desa kepada Bupati!*® Disini ada indikasi
pel anggaran Pasal 64 ayat (1) Peraturan Penerintah Nonor 6 Tahun
2005 yang nenyatakan : ”Pasangan calon dan/atau tim kanpanye
dilarang nenjanjikan dan/atau nenberikan uang atau rmateri

| ai nnya untuk nenpengaruhi pemlih”.

Ket i ga; nmenj el ang Pi | kada, Kam | un (Kepal a D nas
Pendi di kan) nmengundang beberapa kepala desa. Pers |okal senpat
nmengangkat informasi tersebut kepada masyarakat. Dalam hal ini
j el as nel anggar Pasal 61 ayat (1) butir (d) Peraturan Penerintah
Nonmor 6 Tahun 2005 dirmana dal am kanpanye, pasangan cal on atau

ti m kanpanye di |l arang nel i bat kan kepal a desa.

Keenpat; program sosialisasi atau fasilitasi Penkab yaitu
berupa pertenuan |angsung di seluruh kecamatan atau ”sanbang
deso” tidak nendapat penberitaan. Dal am program tersebut tanpak
adanya nobilisasi aparat desa, guru-guru negeri dan tokoh-tokoh
masyar akat. Dalam acara sosialisasi, digunakan pula alat-alat
peraga seperti kaos, pin, piring-piring, payung, mnug,dan |ain-
lain yang berganbar pasangan calon (incunbent). Al at-alat

tersebut di bagi kan kepada setiap peserta yang hadir. Penasangan

142 Di kat akan bahwa 9 bulan nenjelang pil kada dil aksanakan, Kepal a

Desa nengaj ukan bantuan pengaspal an jalan. Menurut Kepala Desa, ada program
kem traan dari Bupati. Hasil wawancara LIPlI nendal am dengan warga desa, 12-13
Juni 2006.
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alat-alat peraga di tenpat unum yang berganbar pasangan cal on
i ncunbent tersebut tidak |ain adal ah kanpanye tersel ubung karena
ber dasarkan Pasal 56 Peraturan Penerintah Nonmor 6 Tahun 2005
bahwa Kanpanye dapat dil aksanakan nel al ui pemasangan al at peraga
di tenpat umum Tidaklah tepat alat-alat peraga tersebut
di bagi kan kepada setiap peserta program sosialisasi karena bukan

acara kanpanye

Kel i ma; Upaya untuk nengamankan pencal onan i ncunbent ol eh
Kesbang Linmas selama nmasa persiapan dan kanpanye bisa
mengi ndi kasi kan pel anggaran Pasal 61 ayat 3 Peraturan Penerintah
Nonmor 6 Tahun 2005 yang nenyatakan " Pejabat negara, pejabat
struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan Kepala Desa
di | arang nenbuat keputusan dan/atau tindakan yang nienguntungkan

atau nerugi kan sal ah satu pasangan cal on sel ana nmasa kanpanye.”

Keenam kasus di kabupaten ©Malang nenunjukkan bahwa
i ncunbent tidak mem liki surat cuti ketika hendak nencal onkan
diri(incumbent tidak mau mundur dan terus nenjabat). Ini sudah
nel anggar Pasal 61 ayat (4) dan Pasal 61 ayat (6) Peraturan
Penerintah Nonor 6 Tahun 2005 yang nenyatakan : " Pejabat negara
sebagai ni ana di naksud pada ayat (3), yang nenjadi calon Kepala
Daer ah dan Wakil Kepal a Daerah dal am nel aksanakan kanpanye ti dak
menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus

nmenj al ankan  cuti” dan “lzin cuti yang telah diberikan
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sebagai mana di naksud pada ayat (5), wajib diberitahukan oleh
Kepal a Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPUD dan Panitia

Pengawas Pemi | i han”.

Ket uj uh; duet incunbent dengan Ketua Golkar Kabupaten
Mal ang (yang juga anggota DPRD dari Fraksi Golkar) secara
| angsung maupun tidak langsung turut nenyeret keterlibatan
bi rokrasi dalam pil kada dengan neluasnya penggunaan fasilitas
bi rokrasi, m sal nya kegiatan Bupati dalam peresm an beberapa
proyek selama periode Januari-Juni 2005 atau beberapa bul an

nmenj el ang pi | kada.

Kedel apan; indi kasi |ainnya ditunjukkan oleh camat dan
kepal a desa yang nenghadiri kanpanye. Juru kanpanye seringkal
nmenegaskan masa jam kerja camat dan kepal a desa adal ah antara
pukul 08:00 — 14:00 WB. Diluar jamitu nereka bebas berpolitik
Ini sudah nel anggar Pasal 61 ayat (3) Peraturan Penerintah Nonor
6 Tahun 2005 yang nenyebutkan ”Pejabat negar a, pej abat
struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan Kepala Desa
di | arang nenbuat keputusan dan/atau tindakan yang nenguntungkan

atau merugi kan sal ah satu pasangan cal on sel ama nmasa kanpanye”

Kesenbi | an; desk pilkada Penkab tidak manpu nmenunjukkan
konsi stensi dan netralitasnya. Terbukti Kketika Kepala Dinas,

Kepal a Badan, Kepala Unit, Camat, dan Kepala Desa nelakukan
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nmobi | i sasi untuk nmendukung pasangan incunbent, nereka diam saja.
Tetapi keti ka hal tersebut dilakukan ol eh pasangan cal on seperti
Kam | un, pihak Penkab nenberi kan teguran. Tindakan Penkab ini
nel anggar Pasal 61 ayat (3) Peraturan Penmerintah Nonor 6 Tahun
2005 yang nengatur ”Pejabat negara, pejabat struktural dan
fungsional dalam jabatan negeri, dan Kepala Desa dilarang
menbuat keputusan dan/atau tindakan yang nenguntungkan atau

nmer ugi kan sal ah satu pasangan cal on sel ama nasa kanpanye”.

Sel ama pel aksanaan pilkada di kabupaten Malang, Panitia
Pengawas Pem |ihan Bupati dan Wkil Bupati Ml ang Tahun 2005
nmencat at beberapa pel anggaran. Hal ini khususnya diterima dari

Pani ti a Pengawas Kecamatan se Kabupaten Mal ang (lihat tabel 4.3)

Dal am nenyel esai kan beberapa pelanggaran tersebut pola
musyawar ah dan nufakat telah dilakukan ol eh Anggota Panitia
Pengawas Kecamatan dan Ti m Kanpanye dan instansi terkait dengan

nmenperti nbangkan peraturan yang berl aku.
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Tabel 4.3 Pel anggaran Penungut an dan Penghi t ungan Suara di
Kabupat en Mal ang

No. | Tanggal | Jenis Pel anggaran | Tenpat Kej adi an | Penyel esai an
1 Pemakai an Atribut Saat Pernungutan Suara
5-9-05 | Penakai an atribut ol eh saksi Sebagi an TPS di | Atri but
Suj ud- Rendr a Kecamat an Dau di | epas
Permakai an atri but ol eh saksi Sebagi an besar
Suj ud- Rendr a TPS Kec. Wagir
Pemakai an atri but ol eh saksi Sebagi an besar
Suj ud- Rendr a TPS Kec.
Wonosar i
Permakai an atribut ol eh saksi Desa Sunber suko
Suj ud- Rendr a TPS 1, 2, 3
Kec. Danpit
Pemakai an atribut ol eh saksi Sebagi an besar
Suj ud- Rendr a TPS Kec.
Si ngosar i
Pemakai an atribut ol eh saksi Sebagi an besar
Suj ud- Rendr a TPS Kec.
Kal i par e
Penmakai an atri but ol eh saksi Sebagi an besar
Suj ud- Rendr a TPS Kec.
Dononul yo
Penmakai an atribut ol eh saksi Sebagi an besar
Suj ud- Rendr a TPS Kec. Taj i han
Pemakai an atribut ol eh saksi Sebagi an besar
Suj ud- Rendr a TPS Kec.
Tunpang
Permakai an atri but ol eh saksi Sebagi an besar
Suj ud- Rendr a TPS Kec.
Pagel ar an
Pemakai an atribut ol eh saksi Sebagi an besar
Suj ud- Rendr a TPS
Kec. Anpel gadi ng
Penmakai an atri but ol eh saksi Sebagi an besar
Suj ud- Rendr a TPS Kec.
Gondangl egi
Pemakai an atribut ol eh saksi Sebagi an besar
Suj ud- Rendr a TPS Kec.
Kepaj en
Permakai an atri but ol eh saksi Sebagi an besar
Suj ud- Rendr a TPS Kec.
Kr onengan
Pemakai an atribut ol eh saksi Sebagi an besar
Suj ud- Rendr a TPS Kec. Jabung
2 Lai n-lain
5-0-05 | Surat suara dicobl os dan TPS 16 Desa Di hi tung ul ang
di nyat akan tidak sah Candi Renggo dan surat

Kec. Singosari

suara tersebut
di anggap sah

Kekel i ruan penbendel an sur at
suara yang rusak bercanpur
dengan surat suara yang sah

Desa Tl ogosari
TPS 3 Kec.
Ti rt oyudo

Di | akukan
penghi t ungan
ul ang
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Kesal ahan penghi tungan antara TSP 02 Kec. Penghi t ungan
pencat at skor dan jum ah suara Tirtoyudo ul ang
Di t enukan selisi h penghitungan Desa Boro Kec. Di | akukan
Jabung penghi t ungan
ul ang
Di t emukan kekurangan sur at Desa Argosari Menganbi |
suar a TPS 2. 3 Kec. surat suara
Jabung cadangan di
PPK Jabung
Sal ah seorang pemilih nemliKki Desa Janbangan | Kartu penilih
dua kartu panggil an Kec. Danpit di amankan
Di t emukan tanda ganbar pasangan | Desa Tanda gamnbar
cal on Suj ud-Rendra dal am bilik Maj angt engah t er sebut
suar a TPS 2.3 Kec. di | epas
Danpi t
Sunber: Laporan Pengawasan, Panitia Pengawas Pem |i han Bupati dan
Waki | Bupati Mal ang Tahun 2005, Mal ang.
3. Kasus Kabupaten Gowa
a. Pel aksanaan Pi | kada
Pi |l kada di kab. Gowa disel enggarakan pada tanggal 27 Juni
2005, pengurmuman hasilnya pada 7 Juli 2005, serta pelantikan
pasangan terpilih dilakukan ol eh gubernur Sulsel pada tanggal 13
Agustus 2005.%** Dal am pilkada tersebut calon incunbent Kkal ah.

Hanpi r dapat di pasti kan,

karena mnim atau tidak adanya dukungan bi rokrasi

calon incunbent. Dukungan  bi r okr asi mer upakan

resources bagi kandi dat dal am nenenangi

143

Sunber di ol ah dari KPUD Kabupaten Gowa, Mei, 2006.
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sal ah satu penyebab kekal ahannya adal ah

penda terhadap

salah satu

pi | kada wal aupun secara




nor mat i f per undangan, bi r okr asi di harapkan untuk Dbersikap

netral /ti dak mem hak.

Terdapat enpat pasangan calon yang masuk dalam pilkada
| angsung kabupaten Gowa seperti yang tercantum dal am tabel i ni
beri kut parpol - parpol yang nmem lih nereka sebagai pasangan cal on

Pi | kada:

Tabel 4.4 Pasangan Cal on Pil kada Kab. Gowa dan Parpol Pendukungnya

Di aj ukan A eh Parpol/

No Nama Pasangan Cal on Gablingan Par pol
1. H. Ichsan Yasin Linpo, S. H Partai Col ongan Karya
H. Abd. Razak Badjidu, S. Sos. Part ai PDK
Partai Denokr at
2. Drs. H Hasbullah Djabar, MSi. Partai Amanat Nasi onal
(i ncunmbent) Partai Merdeka
Drs. H Abd. Latif Hafid
3. Drs. Sjachrir § afruddin Dg, Jarung PSI , PKPB, PDI P, PNI -

Drs. H Abd. Jabbar Hijaz Dg. Sanre, M Si. [Marhaen,
PPI B, PPDI, PBSD, PPNU ,
PKPI, 3P, PKS,

4. Drs. A Maddusila Andi Idjo Part ai Persatuan
Drs. Ir. Usnman Mahyuddin, MT. Penmbangunan
Partai Bintang Refornasi

Sunber: KPUD Kabupaten Gowa (diol ah), Mei 2006.

Pada pil kada ini incunbent kalah seperti telah disebutkan
sebel umya. Sebagai penenang pilkada adalah H Ichsan Yasin
Linpo. la adalah anggota DPRD Sul sel dari partai Golkar yang
sebel utmya berprofesi sebagai pengusaha sukses di Makassar.
Ichsan Yasin Linpo berasal dari keluarga terpandang wal aupun

bukan dari kal angan Andi (bangsawan). Kakak dia (Syahrul Yasin
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Li npo) adal ah wakil gubernur provinsi Sulsel, sekaligus bupati

| ama (yang di ganti kan ol eh Hasbul | ah D afar).

Dal am pilkada tersebut H Ichsan Yasin Linpo nendapat
sai ngan berat dari dua rival utamanya, salah satunya putra raja
Gowa. la bernama Drs. Andi Madusilla Andi 1djo. Madusilla adal ah
putra daerah yang berkarier sebagai PNS di Jakarta dan pul ang
kanpung wuntuk ikut dalam konpetisi pemlihan bupati secara
| angsung. Wal aupun akhirnya kalah, ia nendapatkan jum ah suara
kedua terbesar setelah penenang pertama (lchsan Yasin Linpo
32,20% dan Andi Mudusilla 28,32% Penenang ketiga (seorang
pengusaha) nengunpul kan 25, 65% Perihal perolehan suara pil kada
| angsung di Kabupaten Gowa bisa dicermata pada tabel 4.5.
Mengenai | atar belakang para calon, secara |ebih |engkap bisa

dilihat tabel 4.6 di bawah ini.

Tabel 4.5 Jum ah Perol ehan Suara Pil kada Kabupaten Gowa 2005

No Nama Pasangan Cal on/ Part ai Per ol ehan Suara Per sent ase

1 H lchsan Yasin Linpo dan H | 98.336 32. 20%
Abdul Razak Badjidu

2 Drs. H Hasbullah Djafar dan | 42.260 13.83%
Drs. H Abdul Latif Hafid

3 S achrir Sjafruddin dan Drs. H. | 78.348 25. 65%
Abd. Jabbar Hijaz

4 Drs. A Madusilla dan Drs. Ir. | 86.494 28.32%
Usman Mahyuddi n, M.

Jum ah 305. 438 100%

Sunber : KPUD Kabupaten Gowa (diolah), Mei 2006.
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Tabel 4.6
Lat ar Bel akang Cal on dal am Pi | kada Kabupaten Gowa 2005

Calon terpilih : Pengusaha, politisi.

o (L:)n;dra Pendi di kan Pengal aman Pengal aman
Th '2005) Ter akhir Or gani sasi Jabat an

Kom sari s PT. Resul tan

Cal on Bupati 44 tahun S1(S. H) |WKI.Ket.GM Kosgoro Sul sel |Perkasa
) Direktur Milti
I chsan Yasin Ket ua GM FKPPI Sul sel ; Kontri ndo
) V| . Bendahara DPD | Direktur PT. Fita Ayu
Linpo, S. H. Partai Gol kar Sul sel;
Gewan Kerja Pranuka Di rektur PT Multi
Sul sel Engkat ama

Kom saris Utanma
Anggot a DPRD Prop. Sul sel [PT. Latinojong Citra
Makmur Sej ahtera

. . Kepal a Desa;
Cal on Waki | 53 tahun Sl (S, Sos,) [Korpri
) Peneri ksa Penbant u
Bupat i Bi d. Agrari a
Camat (2 periode);
H. Abd. Razak

Badj i du, S.Sos Kabag. Pem Kab. Gowa.

Sekcam

Kabaa Ketertiban:

Sunber: KPUD Kabupaten Gowa (diolah), Mei 2006.
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Cal on the | ncunbent

Bi r okrat kari er

Narma Unrur Pendi di kan Pengal aman Pengal aman Jabat an
Cal on Bupat i 53 S2 (MSi.) Waka FKPPI Waki | Camat; Kabag Penda
Drs. H Hasbull ah Pembi na Kab. Gowa; Ka.Dinas; As.1
Kel uarga PPP;
Dj abar, M Si. Kel g. Besar Bi d. Pem Kab. Gowa, WKI
Muhamadi yah Bupati Gowa 1999-2003;
Kab. Gowa. Bupati Gowa 2003-2005.
Cal on Waki | 56 S1 (Drs) (Drs.) Kades; Camat. Kabag Tata
Bupat i Pem Kab. Gom Ka. Di nas
Drs. H. Abd. Per hub. Kan. Gowa 2003-
Latif Hafid 2005.
Pasangan Cal on No.3 : Pengusaha.
Pendi di kan Pengal aman
Narma Urrur TEY of higs O'ggni sasi Pengal aman Jabat an
Cal on Bupati [51 tahun (:;;;”(Drs.) Pengusaha di Di r ekt ur Perusahaan di
Drs. Sjachrir F. E. Unhas Bekasi/Jakarta [Bekasi/Jakarta
Sj af ruddi n Dg Angg. Par t ai
Jar ung Col kar
Cal on Waki | 54 tahun S2 (M Si.) Pengur us MU Kabag. Sosi al Penda
Bupat i Kab. Gowa. Kab. Gowa tahun 1998.
Drs. H Abd. Pengur us CGol kar
\[])g!abar H jaz Kab. Gowa
Sanre, M Si.
Sunber: KPUD Kabupaten Gowa (diolah), Mei 2006
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Pasangan calon no.4 : Anak raja Gowa, birokrat karier di Jakarta

Urrur Pendi di kan Or gani sasi Jabat an
gﬁLgPl 55 tahun || I P Jakarta |Anggota Korpri DKI Jakarta[Pegawai Kec. di
Drs. Andi Ket ua Urum Kel uar ga Gowa Kab Gowa
Madusi | | a Staf Biro Penda
Andi 1djo Se- Jabot abek DKI Jakart a;
- Sekwi | cam Pasar
Anggot a Dewan Penasi hat M nggu. Jaksel :
Ker ukunan Kel uarga Sul sel
DK Camat di Jakart a:
Jakart a
Kepal a Badan
Kesbang Kodya
Jakarta U ara
t ahun 2003.
IAnggot a Fr aksi
Cal on ‘ | katan Kel uarga Masyarakat TN/ Pol ri Kot a|
Waki | 38 tahun 2 QEEEEISICL Par e- Par e, Vakassar 2002-
2004,
Bupat i : | kat an Arsitektur
Drs. H TS I ndonesi a;
Hasbul | ah Per sat uan | nsi nyur
: Anggot a TNI - AL
a g!oar, | N ey a | ndonesi a (Lant amal |V
2004)

Sunber: KPUD Kabupaten Gowa (diolah), Mei 2006.

b. Jenis Pel anggaran Pil kada

Bent uk keberpi hakan dan keterlibatan birokrat (selaku
i ndi vidu) dan birokrasi (sebagai institusi) yang terjadi di Gowa

antara | ain:

Pertama; pada Pilkada 2005 ada kandidat yang nenmasang

atribut calon jauh sebelum waktu kanmpanye dinulai, di wlayah
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yang seharusnya nenjadi tenpat yang netral seperti perkantoran.
Hal ini senpat diingatkan oleh KPUD kepada tim kandi dat yang

ber sangkut an saat itu.

Kedua; ada oknum m salnya Camat yang nenjadi tim sukses,
otomati s ia nmenggunakan nobil dinas camatnya. Begitu pula dengan
PNS yang nenjadi anggota tim sukses. Menang tidak mnudah untuk
menbedakan kendaraan yang di gunakan untuk kepentingan dinas atau

kepenti ngan politiKk.

Keti ga; Mantan Lurah  Sunggum nasa, yang jelas-jelas
pendukung atau tim sukses cal on Bupati Ichsan Yasin Linpo. Calon
[ain pun punya pendukung dari kal angan birokrasi. Cara neraih
dukungan massa |ewat kunpul -kunpul dengan nmasyarakat, nenbuat
acara dan nenberi kan barang kepada masyarakat agar nmemilih cal on
tersebut. la nengaku nenberikan atas nama pribadi, tetap

masyar akat tahu posi sinya adal ah seorang Lur ah.

Keenpat; Ketua Bappeda dan Kepala D nas Perkebunan Gowa
yang dulu, sekarang posisinya non-job nenjadi asisten ahli.
Ketua Bappeda itu aktif menjadi pendukung salah satu kandi dat
| ai n bukan pendukung Bupati terpilih. Sebaliknya Kepala Dinas
Per kebunan yang netral terkena danpak sehingga posisinya

tergeser ol eh PNS yang nenjadi tim sukses kandidat terpilih.
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Kel i ma; banyak nmasyarakat yang tidak terdaftar/didaftar
ol eh petugas sebagai calon pemlih. Seperti kita ketahui para
pendaftar tersebut sebagi an besar adalah PNS yang berasal dari
Kant or Kependudukan dan Catatan Sipil, Biro Pusat Statistik,
para petugas KPPS dan PPS yang sebagian besar adalah guru
negeri. Mereka sebagai bagian dari Birokrasi terlibat dalam
pendaftaran calon pemlih dan dalam prakteknya tanpak tidak
netral karena nendukung |chsan Yasin Linpo. Banyak pendukung
Andi Madusilla dan §jachrir yang tidak masuk dal am Daftar Cal on

Sement ara/ Daf t ar Cal on Tet ap.

c. Analisis Pilkada Kabupaten Gowa

Pertama; pada Pilkada 2005 ada kandidat yang nenmasang
atribut calon jauh sebelum waktu kanpanye dinulai, di wlayah
yang seharusnya nenjadi tenpat yang netral seperti perkantoran.
Hal ini senpat diingatkan oleh KPUD kepada tim kandi dat yang
bersangkutan saat itu. Pemasangan atribut di tenpat urmum sudah
nmer upakan bentuk kanpanye seperti ditentukan dalam Pasal 57
ayat (5) Peraturan Penerintah Nonmor 6 Tahun 2005 dan nel anggar
Pasal 55 ayat (1) karena nemasang atribut jauh sebelum nasa

kanmpanye di nul ai .
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Kedua; ada oknum m salnya Camat yang nenjadi tim sukses,
otomati s ia nenggunakan nobil dinas camatnya. Begitu pula dengan
PNS yang nenjadi anggota tim sukses. Tindakan oknum ini jelas
sudah nel anggar Pasal 60 butir h Peraturan Penerintah Nonmor 6

Tahun 2005.

Ket i ga; Mant an Lurah  Sunggum nasa, yang jelas-jelas
pendukung atau tim sukses cal on Bupati I|chsan Yasin Linpo. Calon
[ain pun punya pendukung dari kal angan birokrasi. Cara neraih
dukungan massa |ewat kunpul-kunmpul dengan masyarakat, nenbuat
acara dan nenberi kan barang kepada masyarakat agar memlih cal on
tersebut. Ia nengaku nenberikan atas nama pribadi, tetap
masyar akat tahu posisinya adal ah seorang Lurah. Tindakan Lurah
Sunggum nasa itu jelas nelanggar Pasal 61 ayat 3 Peraturan
Penmerintah Nonor 6 Tahun 2005 nenyatakan “Pejabat negara,
pej abat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan
Kepal a Desa dilarang nenbuat keputusan dan/atau tindakan yang
mengunt ungkan atau nerugi kan sal ah satu pasangan calon selama

masa kampanye”.

Keenpat; Ketua Bappeda dan Kepala D nas Perkebunan Gowa
yang dulu, sekarang posisinya non-job nenjadi asisten ahli.
Ketua Bappeda itu aktif nmenjadi pendukung salah satu kandi dat
| ai n bukan pendukung Bupati terpilih. Sebaliknya Kepala D nas

Per kebunan yang netral terkena danpak sehingga posisinya
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tergeser oleh PNS yang nenjadi tim sukses kandidat terpilih.
Oknum Ketua Bappeda sebagai pejabat struktural dan fungsional
dal am j abat an negeri telah nel anggar Pasal 61 ayat (1) Peraturan
Penmerintah Nonor 6 Tahun 2005 dan juga nel anggar Pasal 61 ayat
(3) Peraturan Penerintah Nonmor 6 Tahun 2005. Sedangkan untuk
kasus Kepala D nas Perkebunan yang netral tadi, |ebih kepada
pel anggaran Pasal 64 ayat (1) Peraturan Penerintah Nonor 6 Tahun
2005 vyang nenyatakan “Pasangan calon dan/atau tim Kkanpanye
dilarang nenjanjikan dan/atau nenberikan uang atau nmateri

[ ai nnya untuk nenpengaruhi pem|ih”.

Kelima; banyak masyarakat yang tidak terdaftar/didaftar
ol en petugas sebagai calon pemlih. Seperti kita ketahui para
pendaftar tersebut sebagi an besar adalah PNS yang berasal dari
Kant or Kependudukan dan Catatan Sipil, Biro Pusat Statistik,
para petugas KPPS dan PPS yang sebagian besar adalah guru
negeri. Mereka sebagai bagian dari Birokrasi terlibat dalam
pendaftaran calon pemlih dan dalam prakteknya tanpak tidak
netral karena nendukung I|chsan Yasin Linpo. Banyak pendukung
Andi Madusilla dan Sjachrir yang tidak masuk dal am Daftar Cal on
Senmentara/ Daftar Calon Tetap. PPS yang sebagian besar adal ah
guru tadi telah nelanggar ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan
Penmerintah Nonmor 6 Tahun 2005 yang nenyatakan “Anggota PPS

sebagai mana di nmaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang
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ber asal dari tokoh masyarakat yang i ndependen”. Ti ndakan
nmengabai kan hak pilih nmasyarakat yang nmendukung sal ah satu cal on
dengan cara tidak di msukkan ke dalam Daftar Cal on
Senmentara/ Daftar Calon Tetap telah nelanggar Pasal 16 ayat 1
Peraturan Penerintah No.6 Tahun 2005 vyang nmenyatakan “Untuk
dapat nenggunakan hak nmemlih dalam pemlihan, Wirga Negara

Republ i k I ndonesia harus terdaftar sebagai pemlih.”

B. Analisis Perbandi ngan Kasus Netralitas Birokrasi di
Kabupat en Kukar, Kabupaten Malang, dan Kabupaten

Gowa

Pi | kada di tiga daerah yang diteliti oleh LIPI'*, cenderung
tidak terlepas dari keberadaan instrunen birokrasi dengan kadar
ket erlibatan politik yang beragam Ada at au ti daknya
keber pi hakan dan keterlibatan institusi birokrasi atau individu
bi rokrat-birokrat dalam Pilkada |angsung 2005 di tiga daerah

dapat dilihat dari tabel berikut:

144

http://ww. lipi.go.id/
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Tabel 4.7 Tabel Keberpi hakan dan Keterlibatan Institusi Birokrasi.
Jeni s kegi at an Lokasi Penelitian
Mal ang Gowa Kukar

Pada saat pendaft aran[Ti dak ada Ada keberatan dari[Ti dak ada
pem | i h( BPS, catatan| apor an Kandi dat Andi | apor an
si pi |, pi hak kecamat an Madusi | a( Ari st okra
,dsb.)tidak nmendat a t ) bahwa penduduk
pem | ih di basi s I awan daerah |ain nasuk
politik kandi dat yang saat penberi an
di dukungnya, nermul uskan suar a, Pendukungnya
| al an penduduk | uar untuk ti dak Terdaft ar
mem | i ki KTP daer ahnya sebagai Pemi i h.

Adanya pem | ih

ganda.
Menyusun, menggunakan|Ada, Ti dak ada | aporan |Ada, unt uk
progr anm anggar an Peresm an anggar an
penbangunan dari |pr oyek advertori al
\APBN/ APBD unt ukjnenj el ang | ewat medi a
kepenti ngan salah satulpil kada, nassa.
kandi dat saat at aujpenggunaan
sebel um pil kada dengandana bi dang
nodus bantuan atas nanalkeaganmaan
kandi dat untuk  sinpatijunt uk
cal on pendukung. kanmpanye.
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I ndi kasi al i ranfTi dak adalAda i ndi kasi , |Ada i ndi kasi
dana/ bar ang dari' di nas-|l aporan terlihat padaft erl i hat pada
di nas basah( D spendi da, pasca pi | kadajpasca pi |l kada
Bapeda, Ki npraswi | , dst. ke ber kai t an denganfper kai t an
medi a nmassa, ke mut asi j abat anfdengan mnut asi
LSM Or nas/ par asi stem sta kepal a dinas dan| abatan kepal a
t e- shadow, ke kandi dat si apa yang(di nas dan si apa
tertentu, ke incunbent menper ol eh tenderyang nmenperol eh
dengan not i f proyek t ender proyek
nmenper t ahankan posi si pembangunan penmbangunan dan
bila yang Dbersangkutan i nfrastruktur. per t ambangan.
nanti terpilih.
Bi r okr at nermanf aat kanjAda i ndi kasi [Ti dak ada | aporan ([Ti dak adal
fasilitas penggunaan | apor an unt uk
di nas(kendar aan, al atffasilitas i ncunbent, tap
t el ekonmuni kasi , r uangan) di nas ada pada kubu
unt uk mendukung|Penadam kandi dat yang
kenenangan calon kepal akebakar an kal ah.
dan wakil kepala deerahjuntuk Pel akunya guru
bertentu saat kanpanye. |kanpanye. dan st af

pr ot okol er

Sekab & DPRD.
Menpengaruhi para pem lihada laporan |y, ;o ivaci pascaada i ndi kasi
gengén mel ontarkan janji- pi | kada pasca pil kada.
j anji terutama yang
di kai t kan | angsung dengan
urusan masa depan
“proyek” atau “obyek
sanpi ngan” jika kandi dat
tertentu nenang.
Menggunakan waktuAda Ti dak ada | aporan ([Ti dak adal
kerj a(jam di nas) dannDbiIisasi | apor an
anggar an kant or untuktapi
kepenti ngan kemanangandiinstrusika
kandi dat yang diusungn set el ah
partai politik tertentu. \ am kant or .
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PNS nemasang/ nencabut Ti dak adalTi dak ada | aporan |Ada | apor an
satu atau | ebih atribut | apor an di | akukan ol eh
partai politik/kandidat seor ang guru
pada kantor, gedung, PNS.
kendar aan, al at-al at
m ik negara.
PNS nenberi kan pernyat aan[Ti dak adalTi dak ada | aporan Ada | apor an
secar a t er buka kepadal apor an di | akukan ol eh
umum untuk  kepentingan seorang gur u.
kenmenangan kandi dat, baik
ber upa dukungan at au
kritik diluar pr opor Si
yang beri nmbang dari
bi dang keahl i annya.
Menber i kan kei sti mewaan(Ti dak adalAda i ndi kasi Ada i ndi kasi
at au mel akukan|l apor an penyi di kan dandi P4i i nasi
di skrimnasi terhadap tin ti ndak | anj ut di | akukan ol eh
kanpanye/ti m sukses dal an pengaduan Pol i si saat
penberian izin, pelayanan pel anggar an ol ehpengamanan
admini stratif, pengol ahan tim penmantau dankanpanye.
dan penberian infornasi, tim sukses
nenobi | i sasi at au kandi dat | ain,
nengi nti m dasi kur ang aktif
sesseor ang, unt uk di | akukan ol eh
kepentingan part ai atau Pol i si dan Jaksa.
kandi dat tertentu.
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10 |Sekretaris daer ah(Ti dak adalSE Menpan secara j. adal

set enpat sebagai penbi nall apor an fisik tidak sarrpaiIaporan

kor ps PNS ti dak ke beberapa di nas
nmenggunakan kewenangannya
nenbuat at ur an teknis
(peringatan dini) untuk
nenjaga netralitas PNS
Ti dak ada sosi al i sasi
yang cukup tentang sanksi
t erhadap ketidaknetral an
PNS. AKi bat nya
i mpl ementasi  aturan main
yang lebih spesifik di
ti ngkat | okal mengal am
kekosongan.

11 [Birokrat nenggunakan dana[Ti dak adalAda i ndi kasi Ada i ndi kas
APBD unt uk nmenbi ayai | apor an
kanpanye kandi dat
tertentu nmelalui |iputan
nedi a set enpat / nasi ona

secar a besar-besaran.

Sunmber: penelitian LIPI tentang Pil kada di tiga daerah: Kutai Kertanegara,
Mal ang, dan Gowa (2006).

Penj el asan rinci tentang substansi tabel di atas diuraikan

dal am anal i si s beri kut:

1. Analisis Netralitas Pendataan Pem | i h

Dalam Pil kada Gowa 2005 ada keberatan dari pasangan

kandi dat  Andi Madusila terhadap birokrasi yang nel akukan
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pendaftaran pem i h. Ada penduduk yang kebetulan nenj adi
konstituen pendukungnya tidak terdaftar sebagai pem|ih sehingga
kehi | angan haknya dal am nmenberi kan suara. Pendaftaran pemlih di
Gowa dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

ber koor di nasi dengan pi hak kel urahan dan kecamatan. Bagi cal on
ber| at ar bel akang aristokrat Gowa ini, petugas cenderung sengaja
tidak nendata pemlih dibasis lawan politik kandidat yang

di dukungnya unt uk kepenti ngan kenenangan |chsan Li npo.

Keti ka dikonfirmasi ke BPS Gowa, instansi ini |ewat salah
satu stafnya nenjelaskan tidak terlibat pendataan pemlih. BPS
Gowa posisinya tidak tahu nenahu jika ada pel anggaran netralitas
bi r okr asi dal am pendat aan pem |ih kar ena nmereka tidak
dilibatkan. Selain itu dikeluhkan jugs adanya penduduk daerah
lain masuk dan ikut 'bernmain' saat penberian suara. Ada pula
kasus pem |ih ganda yang nenberi kan suara untuk kandi dat |chsan.
Hal ini berkai tan dengan dugaan ketidaknetral an birokras
pendata pemlih sehingga ada prang yang bisa nencoblos 1ebih

dari sekali .

2. Analisis Netralitas Anggaran dan Program

Pel anggaran netralitas birokrasi tanmpak terjadi dal am

Pi | kada kaupat en Mal ang ber kai t an dengan di gunakannya
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anggar an/ program ol eh i ncunbent unt uk kemenangannya. I ni
di rasakan tidak adil ol eh kandidat | ain. I ndi kasi nya ada
peresm an proyek nenjelang pilkada yang nerupakan bagi an
kanpanye kenenangan kandidat incunbent. Selain itu adanya
pengaduan tentang penggunaan dana bidang keagamaan untuk

kanpanye sal ah seorang kandi dat .

Untuk kasus Pilkada Kukar ada gejala penggunaan anggaran
APBD untuk dana advetorial menpronosi kan keberhasil an incunbent
lewat nmedia massa |lokal. Hal ini ada dalam 'wlayah abu-abu'
karena pendanaan itu ada dalam setiap tahun anggaran untuk
nmensosi al i sasi kan keberhasilan kinerja incunbent. Hal yang
nmencol ok tanpak |ebih kuat pada saat menjelang pilkada dengan
muncul nya advetorial dan berita di tabloid dan surat kabar | okal

yang nerupakan nedi a kanpanye bagi i ncunbent.

3. Analisis Netralitas Mitasi Pegawai dan Tender

Pr oyek

Ada indikasi pascapilkada Gowa, berkaitan dengan nmnutasi
j abatan kepala dinas dan siapa yang nenperoleh tender proyek
penbangunan infrastruktur. Hal ini cenderung terkait dengan
kepentingan balas jasa terhadap tim sukses/pengusaha yang

nmenj adi pendukung kanpanye. PNS yang nenjadi kepala dinas dan
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menyat akan dirinya netral diganti dengan PNS yang nenjadi tim
sukses vyang tidak punya keahlian dan pengalamn di bidang
t er sebut . Karir PNS vyang profesional menj adi kacau dan
di khawatirkan berinbas terhadap kualitas pelayanan publik.
Begitu juga konteks keadilan dal am persai ngan usaha dinata para

kontrakt or dan pengusaha setenpat |ai nnya.

Hal yang sanma cenderung terjadi pascapi | kada Kukar,
berkaitan dengan nutasi jabatan kepala dinas yang netra
di al i hkan kepala pejabat baru dari kalangan tim sukses. Juga
pengusaha nmana yang nenperoleh tender proyek penbangunan dan
pertanbangan. Pola yang sama terjadi berkaitan dengan problem
netralitas birokrasi dalam konteks internal (nutasi pegawai) dan
konteks internal (keadilan dan transparansi dal am tender proyek

daer ah).

4. Analisis Netralitas Penggunaan Fasilitas Publik

Pada pil kada Mal ang 2005, ada indi kasi penggunaan fasilitas
di nas penmadam kebakaran untuk kanpanye salah satu kandidat.
Unt uk kasus Kukar, tidak ada |aporan penggunaan fasiltas publik
ol eh incunbent, tapi ada penggunaan fasilitas publik oleh tim
sukses dari kubu kandi dat yang kal ah. Pel akunya guru dan st af

prot okl oler Sekab & DPRD. Mereka nenggunakan sekolah dan
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fasilitas tenpat nereka bekerja untuk berkanpanye bagi kandi dat

yang di dukungnya.

5. Analisis Netralitas Posisi Pelayanan

Untuk kasus Pil kada Gowa dan Kukar ada indikasi beberapa
oknum PNS yang nenjadi tim sukses kandidat nenpengaruhi para
pemlih dengan nelontarkan janji-janji politik dan bisnis,
terutama yang di kai dm | angsung dengan urusan nmass depan "proyek"
atau "obyek sanpingan" jika kandidat tertentu nenang. Hal i ni
nmenyal ahi aturan netralitas birokrasi yang nmelarang posisi PNS
terlibat |angsung dalam proses konpetisi dalam nendapatkan
kekuasaan seorang pejabat publik di daerahnya. Di Gowa ada PNS
dari Dinas Kehutanan dan Lurah yang turun nenbagi kan noney-

politics.

6. Analisis Netralitas Jam Kerja PNS

Pada kasus Pil kada Malang ada tafsir ulang yang diberikan
terhadap hak PNS untuk berpolitik. Diluar jam kerja setelah
pukul 14.00. PNS ditafsirkan boleh nenggunakan kesenpatan itu

menj adi  pendukung kandi dat yang berkonpetisi nenjadi kepala
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daerah. Untuk kasus Gowa dan Kuker, tidak ada indikasi tafsir

PNS t erhadap waktu di luar jamkerja PNS bisa berpolitik.

7. Analisis Netralitas Pemasangan Atribut di Sarana

Publ i k

Untuk kasus Pilkada Kuker ada kasus seorang guru yang
merupakan PNS nenjadi tim sukses kandidat lain. la nenmasang
atri but kanpanye kandidat yang ia dukung di kantor dan gedung
sekol ah untuk nenmenangkan dukungan. Pascapil kada kasus guru i ni
sudah diproses oleh panwas dan hasilnya Bawasda nenutuskan

nmenber henti kan yang ber sangkut an sebagai PNS.

8. Analisis Netralitas Proporsi Pernyataan

PNS nenberi kan pernyataan secara terbuka kepada umum unt uk
kepenti ngan kemenangan kandidat, baik berupa dukungan atau
kritik di luar proporsi yang berinbang dari bidang keahliannya.

Hal ini dilakukan ol eh seorang guru PNS saat Pil kada Kuker 2005.
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9. Analisis Netralitas Perl akuan

Ada indikasi dalam Pilkada Gowa, penyidikan dan tindak
| anj ut pengaduan pel anggaran oleh tim pemantau dan tim sukses
kandi dat lain, kurang aktif dilakukan oleh Polisi dan Jaksa.
Begitu pula untuk kasus Pil kada Kukar, ada indi kasi diskrim nasi
di | akukan ol eh Polisi saat pengamanan kanmpanye yang nenudahkan
per gerakan kanpanye salah satu kandidat dan nenghanbat yang

| ai n.

10. Analisis Netralitas Anggaran Pendapatan dan Bel anja

Daer ah

Bi rokrat nenggunakan dana APBD untuk nenbiayai kanpanye
kandi dat tertentu nelalui |iputan nedia setenpat/nasional secara
besar-besaran tanpak terjadi dalam kasus Pilkada Kukar 2005.
Hanya saja dana ini masuk ke dalam pos advetorial (biaya
sosialisasi Penda di nedia |okal dan nasional) setiap tahun.
Sehi ngga  sukar unt uk di sebut pel anggar an. Begitu juga

pengangkat an pegawai honorer yang di bi ayai ol eh APBD.

Meruj uk pada tabel 4.7 seolah ada kesenpatan bagi sebagi an
bi rokrat untuk neraih atau nenpertahankan jabatan birokrasinya

mel al ui pelibatan dirinya pada arena politik praktis. Dengan
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asunsi, apabila kandidat yang didukungnya nenang, mnmaka ia akan
nmendapat kan apa yang telah dinegosiasikan sebelumya. Agar
kandi datnya tidak kalah, mka tidak ada kata lain selain
nel akukan praktik apa saja denm penenangan jagoannya. Yang
tentunya berinbas positif terhadap dirinya namun ada yang

berhasil| dan ada pul a yang gagal .

Netralitas PNS dalam Pil kada sangat diperlukan karena ada
sejunm ah faktor yang nenpengaruhi keberpi hakan birokrasi nenjadi
mesin politik kandidat dalam pilkada |angsung di tiga daerah

penelitian, yaitu antara |ain:

(1) Kuatnya ket okohan/ personal ity, pengar uh kandi dat dan
resources yang dimliKki kandi dat (materi al dan non
material, posisinya dalam partai dan efektifitas nesin

partai, prestasi dalam penbangunan daerah, visi dan m si
yang telah teruji dal am praktek sebel umya, asal -

usul / keturunan, dll). Mbilisasi dalam birokrasi antara

[ ain di ger akkan nmel al ui j al ur prinordi alisne
(keker abat an/ kekel uar gaan dan t enpat | ahi r/asal -usu
kandi dat) .

(2) Faktor Rezim Pil kada dan Regul asi. Dal am kasus Ml ang, ada

i ndi kasi staf Kesbang (PNS) yang nenjadi tim sukses "bisa
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bermai n" | ewat desk pilkada untuk kenenangan kandi dat yang

di dukungnya.

(3) Faktor vested-interest vyaitu kepentingan nenelihara dan
nmeni ngkat kan posi Si karir/j abat an, j ugs kepenti ngan
jaringan Bisnis dan Politik dari shadow- bur eaucr acy.
Sebagi an PNS berspekul asi nenjadi tim sukses dengan harapan
jika kandidat yang ia dukung nenang, ia bisa nendapat
posisi yang lebih penting atau pinpinan proyek. Bila
terealisir harapan tersebut, nereka bisa "nenggusur" posi si
bi rokrat yang netral yang menjaga jarak yang sanma dengan

senmua kandi dat .

Dan untuk nmengupayakan netralitas PNS dalam pilkada
nmendat ang, di sarankan agar Menpan bersama |egislatif nengusul kan
satu UU PP nenyangkut Etika Penerintahan yang secara rinci
nmengat ur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ol eh PNS dan
bi rokrasi dalam pem | u dan pilkada. DI sanping itu harus tertera
secara jelas hukunmannya apa bagi si pelanggar dan | enbaga nmana
yang akan nenegakkan sanksi/hukuman pelanggaran netralitas
bi rokrasi. Menurut Fajar Panjaitan dari Penprov DKI Jakarta
(Sekretaris Daerah DKI Jakarta), bahwa “Bagi PNS yang terlibat
dal am dukung nendukung atau tim sukses sal ah satu pasangan cal on

kepal a daerah dan wakil kepal a daerah bisa di kenakan sanksi. PNS
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yang terlibat dalam tim sukses pasangan calon tertentu bisa
di kenakan sanksi. Sanksi itu diatur dalam PP 30/80 tentang
Disiplin PNS. "% Begitu juga wewenang nutasi jabatan, rekruitnen
PNS pascapil kada, sebai knya harus nenlalui Dewan Pertinmbangan
Karir dan Jabatan bukan |agi wewenang kandidat terpilih. Kepala
daerah fungsinya nenentukan formul asi dan arah kebijakan

Sedangkan proses pel aksananya dil akukan ol eh birokrat karir yang
profesional dan terdidik di bidangnya. Agar ada kepastian Kkarir
dal am tubuh birokrasi, tidak jatuh bangun seiranma nai k-turunnya

pej abat politik dari satu pil kada ke pil kada beri kut nya.

145 Hasi| wawancara dengan Fajar Panjaitan dari Penprov DKl Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2010.
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